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KEPALA DESA SEMEN

KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR

PERATURAN KEPALA DESA SEMEN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMEN,

Menimbang - a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme serta mengupayakan pemberatasan korupsi
sebagai perwujudan dari integritas aparatur
pemerintah desa perlu disusun peratuan kepala desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa Semen tentang Pedoman Umum Pakta
Integritas di Lingkungan Desa Semen Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang
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10.

11;

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914); di undangkan 25 april 2024);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Taehun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
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12.

13.

14.

1S.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.13 Tahun 2006
Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
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22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (04 Oktober
2019);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (14
februari 2017);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018
Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor
9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa ;

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa; (20 Desember 2018);
Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blitar; (15
Oktober 2019);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; (08
September 2020);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain
Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat
Desa,tunjangan dan operasional bagi Anggota Badan
Permusyawaratan Desa dan tunjuangan Purna Bakthi
Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan desa ; ( 25 sep 2020);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;,
Peraturan Desa Semen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Peraturan Desa Semen Nomor 10 Tahun
2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa Semen,;
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32. Peraturan Desa Semen Nomor 02 Tahun 2020 Tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

33. Peraturan Desa Semen Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa ( RPJM Desa) Desa Semen Tahun 2019 - 2027,

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEMEN KECAMATAN
GANDUSARI KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Desa adalah Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

2. Desa atau yang disebut nama lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Blitar,

7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan
Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota
TPK.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kasi/Kaur
yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah adalah tim yang
membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.

Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi adalah Tim independent yang
dibentuk di tingkat desa melalui musyawarah desa yang mempunyai tugas untuk
menerima dan menindaklanjuti laporan terkait adanya tindak Suap dan/atau
Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa SemenUnit Pengendalian Gratifikasi
yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang berkedudukan di Inspektorat
Daerah Kabupaten Blitar yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses
pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta
pelaporannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku
Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya.

Suap adalah suatu tindakan memberi atau menerima sesuatu atan janji yang

dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu
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berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan
dengan kewenangan atau kewajibannya.

20. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut
diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
atau kewenangannya secara tidak patut.

21. Pengendalian Suap dan QGratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk mengendalikan penerimaan suap dan gratifikasi melalui peningkatan
pemahaman dan kesadaran pelaporan suap dan gratifikasi secara transparan dan
akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

22, Pelaku suap adalah perseorangan, kelompok, atau Lembaga yang melakukan
pelanggaran tindak pidana suap.

23. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang,
badan hukum atau lembaga yang memberikan QGratifikasi kepada Penerima
Gratifikasi.

24. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang
mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan
Pemangku Kewenangan.

25. Pelapor adalah Perseorangan, Kelompok atau Lembaga yang menyampaikan
laporan Gratifikasi kepada Instansi yang berwenang.

26. Alat Bukt adalah segala sesuatu yang dapat menguatkan adanya pelanggaran
gratifikasi yang dapat berupa surat, foto atau gambar, video, berkas dokumen
serta keterangan saksi.

27.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

28. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal
jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku
dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.

29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan

Permusyawaratan Desa;

Pasal 2
1. Peraturan Kepala Desa ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi
Pemerintah Desa Semen dalam melaksanakan Pakta Integritas.
2. Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB I1
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi;
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1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan
korupsi.

2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar
pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel

3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri,
bertanggungjawab danbermartabat dengan dilandasi oleh nilai- nilai luhur

budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat
Desa.

2. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi
yang berada di wilayah Desa Semen yang mendapatkan atau megelola dana dari
Pemerintah atau swasta.

3. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen
Pakta Integritas.

Pasal §
Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Memuat
pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

Pasal 6
1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/
diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa Semen.
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/
diketahui oleh Kepala Desa.
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang
berada di wilayah Desa Semen disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
Pasal 7
Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah
seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
Pasal 8

1. Penadatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan
sumpah jabatan.

2. Dan Setiap Tahun Berjalan seusai APBDes, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan
APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Semen
baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa Semen atan Kelompok,/ Organisasi yang
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berada di wilayah Desa Semen oleh Perangkat yang menangani atau ketua
kelompok,/ organisasi.
BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa
Semen dilaksanakan melalui pemantauan BPD Semen dan hasil pengawasan dilaporkan
kepada Camat Gandusari serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

1. Dalam melaksanakan pemantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPD
dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

2. BPD dalam melaksanakan pemantauan dilakukan secara independen.

Pasal 11

1. BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun
kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta
Integritas.

2. Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama
dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Semen yang memiliki integritas
dalam pemberantasan korupsi.

3. Substansi kode etik Forum Pemantau Independes sekurang-kurangnya meliputi:

a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;

b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;

c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;

d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari
Perangkat atau Kelompok/ Organisasi Desa yang dipantau;

e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

PASAL 12
1. BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan

Pakta Integritas.
2. Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

peraturan perundang-undangan tentang Ketebukaan Informasi Publik.

Pasal 13
Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Semen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu
tahun anggaran.
Pasal 14
1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD
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Semen
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Semen
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Gandusari dan

warga masyarakat Desa Semen

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala

Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semen.

pkan, di Semen,
A eti88aIN Oktober 2026
A D EMEN,
{0

Diundangkan di Desa Semen
Pada tanggal 15 Oktober 2026
SEKRETARIS DESA SEMEN,

G

ARI WINARKO

BERITA DESA SEMEN KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 6
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